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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pada bab ini akan disimpulkan tentang permasalahan dalam 

pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan 

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahteraan 

Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padangan 

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Program PKH tersebut masih 

berjalan sampai saat ini. Berikut hasil penelitiannya: 

1. Proses Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan 

masyarakat miskin di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung 

 Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga 

Harapan (PKH), ada tiga macam kriteria yaitu kriteria pendidikan, kriteria 

kesehatan dan kriteria kesejahteraan sosial, penerima merupakan keluarga 

miskin yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh perturan 

kementrian sosial minimal salah satu syarat. Pihak yang terlibat dalam 

implementasi PKH adalah Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten 

Tulungagung, Koordinator Kecamatan, para Pendamping PKH Desa, ketua 
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kelompok dan anggota PKH sendiri. Pendamping PKH sudah secara aktif 

melakukan pengecekan ataupun survei ke sekolah-sekolah maupun 

posyandu. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pendamping PKH sudah 

terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Pendamping 

PKH juga aktif mengundang semua anggota. Pada pertemuan awal, 

pendamping PKH menjalin kerjasama dengan perangkat desa untuk 

mendata (verifikasi) keluarga yang kurang mampu. Verifikasi ini berdasar 

data yang di dapat dari pusat yakni by name by address. Sehingga pihak 

pendamping PKH hanya harus validasi data saja. Selain berkoordinasi 

dengan pihak desa, pendamping PKH juga membentuk ketua kelompok 

PKH untuk membantu tugas-tugasnya. 

2. Kondisi masyarakat miskin di Desa Padangan Kecamatan Ngantru 

Kabupaten Tulungagung sebelum menerima bantuan Program Keluarga 

Harapan 

 Kesejahteraan masyarakat Desa Padangan sebelum menerima bantuan 

hasil penelitian dari bidang kesehatan, tidak semua bisa menikmati fasiltas 

kesehatan begitupun di bidang pendidikan beli keperluan sekolah menjadi 

penghambat untuk mengenyam pendidikan, sebab sebelumnya tidak ada 

bantuan biaya pendidikan, selain daripada itu kesadaran masyarakat juga 

kurang. Karena pada umumya kepala keluarga bekerja sebagai buruh dan 

tukang bangunan sehingga keadaan tersebut berdampak terhadap 
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penghasilan yang tidak menentu perbulannya. Hal ini tentunya menjadi 

salah satu hambatan pertumbuhan pendidikan dan kesehatan. 

3. Hasil implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan 

masyarakat miskin di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung 

Program Keluarga Harapan di Desa Padangan dari tahun 2016-2020 

sudah terlaksana dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) Desa 

Padangan juga sudah memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat 

guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padangan. Namun, Program 

Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan merata, karena masih ada 

warga miskin yang belum merasakan manfaat dari Program Keluarga 

Harapan (PKH) tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota 

Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah untuk Desa Padangan 

dan juga banyaknya jumlah warga miskin masyarakat Desa Padangan. 

Dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Padangan 

cukup meningkatkan kesejahteraan KPM. Dari 3 indikator kesejahteraan 

masyarakat yaitu:  

a. Tingkat Kebutuhan Dasar  

b. Tingkat Kehidupan  
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c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu 

dan bangsa.  

Dan dalam implementasi sebuah program khususnya melibatkan 

banyak organisasi/ instansi pemerintah, sehingga proses implementasi 

kebijakan dapat dilihat berbagai sudut pandang. Diantaranya sebagai 

berikut:  

1) Pemrakarsa Kebijakan/ Pembuat Kebijakan (the center/ pusat)  

Menurut sudut pandang ini, pihak pemerintah pusat telah 

memenuhi tugasnya dengan baik seperti pemenuhan kuota peserta 

PKH, sistem pencairan PKH yang memudahkan peserta PKH serta 

pencairan bantuan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.  

2) Pejabat-Pejabat Pelaksana Lapangan (the periphery)  
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Menurut sudut pandang ini, pihak-pihak pelaksana di lapangan 

sudah melakukan tugasnya dengan baik seperti para pendamping PKH 

yang sudah mendampingi para peserta PKH dengan baik. 

3) Kelompok Sasaran (target group)  

Sudut pandang ini berkaitan dengan sejauh mana bantuan yang 

diberikan pihak pusat (pemerintah), apakah benar-benar sudah 

memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan 

mutu hidup bagi kelompok sasaran. Berdasarkan pengamatan dan 

wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, manfaat PKH 

sangat besar dirasakan oleh semua peserta PKH. Yakni dapat 

meringankan biaya pendidikan dan kesehatan. 

Berdasarkan hal di atas, bahwa Program Keluarga Harapan 

(PKH) sudah mampu memenuhi seluruh indikator tersebut. Oleh sebab 

itu, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dapat meningkatkan 

kesejahteraan KPM Desa Padangan 

 Sebuah program yang dirancang dengan sempurna, belum berarti dalam 

proses implementasinya juga berjalan dengan sempurna seperti halnya 

dalam proses implementasi PKH di Desa Padangan. Dan kendala yang di 

hadapi oleh pihak pendamping PKH yakni saat kegiatan sekolah FDS. 

Karena KPM terdiri dari orangtua yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun 

sehingga tergolong SDM nya rendah jadi ketika diajari FDS agak lama. Dan 

Untuk pencairan dana PKH sendiri mengalami perubahan dari yang semula 
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dicairkan melalui kantor pos, sekarang dapat dicairkan melalui ATM. 

Untuk anggota PKH yang kesulitan dalam pencairan dana, maka boleh 

diwakilkan selama wakil yang ditunjuk tersebut dapat dipercaya oleh 

anggota PKH tersebut. Selain itu kita juga mengajarkan kepada KPM 

mengenai teknologi agar tidak gaptek. Dan terdapat kendala juga mengenai 

penerbitan administrasi data KPM yang terkadang selalu tertunda. 

 Di lain sisi, pihak KPM sendiri juga mengalami beberapa kendala 

seperti yang terjadi saat pencairan sembako berupa beras dan telur, ada 

KPM yang belum mendapat sembako sehingga menimbulkan sikap iri 

terhadap KPM yang sudah mendapat sembako. Selain itu, keluhan lain 

adalah saat ketua kelompok PKH meminta KPM untuk mengumpulkan 

iuran untuk biaya administrasi ATM tetapi ketua kelompok PKH malah 

dikira melakukan pungutan liar, padahal kenyataannya tidak seperti itu. 

4. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan 

masyarakat miskin ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Padangan 

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung  

 Dalam pandangan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat harus memperbaiki Sistem Ditribusi. Sistem distribusi tidak 

bisa dipisahkan dari 3 hal yaitu transparansi, yaitu keterbukaan kepada 

publik, Prefesionalitas, yaitu sesuia dengan ahlinya, Akuntabiltas atau 

pertanggung jawaban. 
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 Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Padangan menurut 

Ekonomi Islam dapat dilihat dari prinsip – prinsip  dasar Ekonomi Islam 

yaitu: 

a. Tauhid 

b. Adil 

c. Nubuwwah 

d. Tabliq 

e. Khilafah 

f. Ma’ad 

Ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam sebenarnya sudah 

maksimal dalam menerapkan prinsip tauhid, nubuwwah, amanah, tabligh, 

khilafahً danً ً ma’ad.ً Namun belum bisa dikatakan adil karena prinsip 

keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik. Karena 

banyaknya masyarakat miskin Desa Padangan sehingga masih ada yang 

belum mendapatkan manfaat dari program tersebut. Sehingga Program 

Keluarga Harapan (PKH) tersebut belum dapat dikatakan merata. 

 

B. Saran 

1. Bagi pihak pemerintah pusat dalam hal Implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) Dalam Mensejahteraan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padangan Kecamatan Ngantru 
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Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan 

perundang-undangan program tersebut. Seperti telah memenuhi tugasnya 

dengan baik dalam hal pemenuhan kuota peserta PKH, sistem pencairan 

PKH yang memudahkan peserta PKH serta pencairan bantuan yang sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Namun masih terdapat masyarakat miskin yang 

belum menerima bantuan PKH seharusnya pihak pemerintah pusat 

melakukan verifikasi secara menyeluruh mengenai data calon peserta PKH 

atau pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program 

Keluarga Harapan (PKH).  

2. Bagi pihak desa dalam hal Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dalam Mensejahteraan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam Di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten 

Tulungagung sudah maksimal melaksanakan tugasnya apabila ada keluhan 

terkait PKH ang bersangkutan dengan pihak desa, desa langsung tanggap 

untuk membantu dalam mengatasi masalah. Namun meskipun sudah 

maksimal perlu adanya tambahan fasilitas untuk kegiatan kesehatan 

posyandu ataupun puskesmas. Agar fasilitas kesehatan juga lebih maksimal 

sehingga tujuan dari PKH dapat tercapai dengan baik.  

3. Bagi pihak pendamping PKH dalam hal Implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) Dalam Mensejahteraan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padangan Kecamatan Ngantru 

Kabupaten Tulungagung sebenarnya sudah melaksanakan tugas dengan 
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baik namun kendalanya saat kegiatan sekolah FDS. Karena KPM terdapat 

para orangtua yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun sehingga  tergolong 

SDM nya rendah jadi ketika diajari FDS agak lama. Jadi perlu kesabaran 

dalam hal sekolah FDS dan sebaiknya materi FDS disampaikan dengan 

bahasa yang singkat dan mudah dipahami.  

4. Bagi anggota PKH sendiri dalam hal Implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) Dalam Mensejahteraan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padangan Kecamatan Ngantru 

Kabupaten Tulungagung juga mengalami beberapa kendala seperti yang 

terjadi saat pencairan sembako berupa beras dan telur, ada KPM yang 

belum mendapat sembako sehingga menimbulkan sikap iri terhadap KPM 

yang sudah mendapat sembako. Seharusnya pihak pemerintah pusat segera 

mengatasi masalah ini dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan 

dengan cepat meratakan bantuan berupa sembako. Dan seharusnya, para 

anggota PKH memiliki kesadaran sendiri dan sabar karena bantuan dari 

pemerintahpun cair juga secara bertahap  dan KPM menggunakan dana itu 

dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari program dapat tercapai. 

5. Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program yang 

mampu mensejahteraakan masyarakat miskin lainnya yang telah di 

implementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana 

sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di 

Indonesia sekaligus mensejahterakan masyarakat Indonesia


